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ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh karena hukum pidana Islam 
tidak kita jumpai dalam perkuliahan pada Fakultas Hukum, bahkan dalam berbagai 
refrensi mengenai Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Sejauh ini dapat dilihat 
bahwa hukum pidana yang diajarkan dalam perkuliahan adalah hukum pidana dan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (bersumber dari Wvs Belanda). Adapun tujuan 
penelitian ini untuk menghilangkan anggapan bahwa hukum pidana Islam yang 
dianut oleh bangsa Indonesia sama sekali bertentangan dan lebih rendah dan hukum 
modem yang diberlakukan oleh bangsa Belanda sebagai bangsa penjajah, untuk 
menghilangkan anggapan masyarakat bahwa hukum pidana Islam itu hukum yang 
kejam, biadab, tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia serta hukum pidana 
Islam itu tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman modem ini. Penulisan ini 
menggunakan metode penulisan hukum normatif, yaitu penulisan hukum yang 
dilakukan dengan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 
Dalam penulisan ini diketahui bahwa perspektif hukum pidana Islam mengharamkan 
perbuatan zina dan menghukumnya dengan hukuman yang keras yaitu hukuman 
rajam sampai mati bagi pelaku yang berstatus menikah (muhsan) dan hukuman 
cambuk seratus kali bagi pelaku bujang/gadis (qairu muhsan) dengan pelaksanaan 
hukuman disaksikan orang banyak, karena perilaku zina merupakan perbuatan buruk 
dan bahkan sangat buruk karena menimbulkan kemudaratan yang sangat besar 
kepada para pelaku anggota keluarga dan masyarakat luas. Perilaku zina ini 
dilingkungan masyarakat Indonesia mendapat peluang yang besar karena KUHP 
sebagai hukum positif tidak mengatur/melarang perbuatan zina yang dilakukan oleh 
orang dewasa, bujang dan gadis atas dasar suka sama suka. Pasal 284 KUHP hanya 
mengatur/melarang perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang berstatus menikah 
yang tunduk kepada pasal 27 KUH Perdata (sipil) tentang monogami serta KUHP 
tidak mengatur larangan melakukan perbuatan zina secara lengkap dan jelas serta 
tidak memadai baik dari segi isi materi hukum, proses penuntutan maupun bobot 
sanksi hukuman yang pasti, maka KUHP Pasal 284 tersebut tidak bisa diharapkan 
dapat membawa masyarakat kearah masyarakat yang berahklak mulia, tapi justru 
akan menjuruskan masyarakat kepada masyarakat yang bermoral rendah dan 
berahklak jelek. Hal ini terbukti dan semakin maraknya perilaku perzinahan dalam 
masyarakat dewasa ini, karena orang tidak takut akan ada sanksi dari hukum positip 
KUHP. Oleh karena itu UU Hukum Pidana yang ada dalam KUHP tidak efektip 
untuk mencegah perbuatan zina dalam masyarakat tapi justru memberi peluang 
maraknya perilaku zina dalam masyarakat.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Hukum Islam perzinahan dianggap sebagai suatu perbuatan yang 

sangat terkutuk dan dianggap Jarimah1, Dalam Hukum Islam perzinahan dianggap 

jarimah, menurut sebagian ulama tanpa melihat pelakunya, baik dilakukan oleh orang 

yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut 

berada di luar kerangka pernikahan, hal itu dianggap zina dan perbuatan tersebut 

melawan hukum.

Perzinahan yaitu perbuatan senggama antara laki-laki dan perempuan yang 
tidak terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, 
atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan 
seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang 
terikat perkawinan dengan seseorang laki-laki yang bukan suaminya dan 
bersenggama artinya mengadakan hubungan kelamin atau bersetubuh.2

Hukum Pidana Islam terjemahan dari kata Fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah adalah 

segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan merupakan kriminal 

yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat dibebani kewajiban, sebagai hasil dari 

pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci di Alquran dan Hadist. Tindakan

Jarimah adalah suatu perbuatan (peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut 
mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan jiwa), harta 
benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus 
dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Dikutip Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih 
Jinayah), Pustaka Setia, 2000, Hal. 11.

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, edisi-2, Hal.
1136.

1
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kriminal tersebut adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman 

serta melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dan Alquranumum

dan Hadist.

Perilaku zina dalam pasal 284 KUH Pidana adalah persetubuhan yang 

dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau 

laki-laki yang bukan isteri atau suaminya atas dasar suka sama suka. Jadi, perzinahan 

dilakukan tanpa ikatan perkawinan didasarkan suka sama suka maka tidak termasuk 

zina. Latar belakang pemikiran tersebut karena perbuatan zina itu termasuk delik 

aduan. Jadi, jika ada pihak yang dirugikan apakah ia adalah suami atau isteri dari

perempuan atau laki-laki yang melakukan zina itu dan mengadukan perbuatan isteri

atau suaminya maka, barulah perbuatan itu termasuk ke dalam tindak pidana yang

dimaksud dalam pasal 284 KUH Pidana.

Pengaruh budaya luar ke dalam masyarakat Indonesia semakin terbuka 

dengan dunia luar dan semakin terbuka lengan sesamanya di dalam masyarakat 

Indonesia maupun secara tidak langsung melalui mass media, baik media cetak 

ataupun elektronik. Besar pengaruhnya tersebut sangat tergantung pada ketahanan 

budaya, ketentuan iman ketahanan moral masyarakat budaya.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat turut mempengaruhi 

perkembangan kesusilaan. Jika dahulu, orang membicarakan tentang seks telah 

dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksiologis. Pada beberapa Negara bahkan 

kabar harian, telah dibahas tentang seks yang dimuat pada rubrik Tanya jawaban atau 

rubrik seksiologis.

surat
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Secara Harfiah berarti Fanisyah, yaitu perbuatan keji, zina dalam pengertian 
istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang 
perempuan istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan 
seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan 
perkawinan3

Dalam bahasa Inggris, kata adultery.

“voluntary sexual intercourse by a merried person with one who is not his or 

her spouce,A

Jika dibandingakan arti “zina” yang dimuat dalam kamus Bahasa Indonesia 

dengan Bahasa Inggris maka arti ke-2 kamus dalam kamus Besar Bahasa Belanda 

yang sama artinya dengan pengertian “aldutery” karena Di Negeri Belanda sendiri, 

zina tidak lagi merupakan delik. Mr.J.M. van Bemmelen mengutarkan, antara lain

sebagai berikut.

“Dahulu orang menjunjung tinggi pendapat, bahwa berbagai delik kesusilaan 
diancam dengan pidana untuk melindungi perkawinan yang sah. Pendapat ini 
pasti tidak dapat dipertahankan lagi sejak diancamnya perbuatan zina dengan 
pidana (pasal 241 Sr dahulu) dihapus dengan Undang-undang 6 Mei 1971, 
S.291.”5

Maraknya perzinahan dalam masyarakat barat berarti masyarakat barat 

menerima perilaku perzinahan di dalam masyarakatnya sebagai sesuatu yang benar 

atau sebagai suatu perilaku masyarakat yang tidak buruk karena kebebasan induvidu

dipandang lebih utama.

Abdulrahman Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta,

Voluntary sexual intercourse by a merried person with one who is not or her spouce" 
terjemahan bebas: hubungan seksual sukarela oleh seorang suami/isterinya. Dikutip Leden Marpaung, 
Kejahatan Terhadap kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Jakarta, 1996, Hal. 42.

3 MrJ.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 3, Bina Cipta, Jakarta, 1986, Hal. 173.

1996, Hal. 42.
4 u
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Hal itu menjadi pertayaan penulis: apakah moralitas masyarakat Indonesia 

sama dengan moralitas masyarakat barat? Jika tidak, tentu masyarakat Indonesia 

memandang buruk perilaku perazinahan dalam masyarakat maka bagaimana 

menerapkan pandangan hidupnya itu ke dalam norma-norma yang mengatur 

kehidupan masyarakat.

Hubungan seks di luar pernikahan menurut hukum Barat (KUH Pidana) 

adalah sesuatu yang tidak buruk dan perselingkuhan dimaklumi oleh 

masyarakat, maka perzinahan mungkin merupakan perilaku biasa bagi 

masyarakat barat.6

Anggapan ini sangat jauh berbeda dengan pandangan hukum positif yang 

bersumber pada Hukum Barat. Dalam hukum Positif, zina tidak dianggap sebagai 

suatu pelanggaran dan tidak dihukum, selama tidak ada yang dirugikan karena 

menyadarkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya akibat kerugian semata, 

Hukum Positif mengalami kesulitan membuktikan, siapa yang merugi dalam kasus 

ini. Sebagai salah satu jarimah yang merugi dalam kasus ini, sangat sulit dibuktikan 

unsur kerugian apalagi kalau dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Perilaku perzinahan akhir-akhir ini semakin marak di lingkungan masyarakat 

Indonesia, hal ini terbukti semakin banyaknya aborsi yang disebabkan hubungan seks 

di luar pernikahan, lokasisasi pelacuran dan pemberian kondom dan penyediaan 

fasilitas melakukan hubungan intim pada pengunjung diskotik serta tidak adanya

Bintang, Jal^To? HaS' ^ KUHP' Bulan
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pengecekan status suami isteri atau identitas pernikahan bagi pengunjung 

berpasangan dengan lawan jenis kelamin yang menginap di hotel-hotel atau tempat 

penginapan.

Masalah perzinahan sangat menarik untuk dilakukan penelitian dan kajian 

karena masyarakat agamis yang mayoritas beragama Islam, agama Islam yang dianut 

oleh mayoritas Indonesia memandang perbuatan yang sangat buruk dan keji sehingga 

pelakunya tidak mesti dihukum dengan hukuman yang berat. Dalam Al-Quran allah 

menyatakan:
^ ^ «w

Cp ~^>yi ■><>} i 'j j

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji dan penyaluran yang buruk”. (Q.S. Al-Isra, ayat: 32)7

M & «4^b Llp 'jj iJ^r vL U& K&

J) Oi~*y^ o* b y-; y ^ oj

Artinya:
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan 
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang 
beriman. (Q.S. An-Nuur, ayat: 2)8

Yayasan Penyelenggaraan Peteijemahan, Dep. Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, 
Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci AL-Quran, 1985, Hal 118 

* Ibid. Hal. 543.
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Jika pihak-pihak dalam perbuatan zina yang dirugikan tersebut tidak 

melakukan menutupi rasa malu keluarga atau jika suami isteri menghendaki 

perbuatan zina yang dilakukan oleh isteri atau suami tidak diproses di pengadilan 

oleh Jaksa Penuntut Umum maka pelaku dari pihak keluarga yang dirugikan tersebut 

mengajukan perceraian terlebih dahulu.

Mengingat bahwa perbuatan zina dalam KUH Pidana termasuk ke dalam delik 

aduan absolut maka penelitian dan kajian ini sekaligus akan dibahas bahwa perbuatan 

zina seharusnya masuk dalam delik biasa (delik umum) dan bukan delik aduan karena 

kepentingan Negara dan masyarakat luas yang dirugikan jauh lebih besar dari 

kepentingan perorangan.

Oleh sebab itu Negara yang berdasarkan moral pancasila seharusnya 

mempunyai kewajiban dan kewenagan penuh untuk melakukan penyidikan dan 

perbuatan zina dalam masyarakat meskipun tidak ada penuntutan manakala diketahui 

teijadinya perbuatan zina dalam masyarakat meskipun tidak ada pengaduan dari 

keluarga yang dirugiikan dan Negara berkewajiban menetapkan sanksi hukuman 

kepada para pelaku perbuatan zina. Negara juga berkewajiban menghapuskan 

lokasasi pelacuran dan melarang dibukanya tempat-tempat melakukan perzinahan.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji 

mengenai Delik Perzinahan/perilaku zina menurut KUH Pidana dan menurut 

pandangan hukum Pidana Islam dengan pendekatan normatif yang penulis beri judul 

“STUDI PERBANDINGAN 

KUH PIDANA DAN HUKUM ISLAM "

DELIK PERZINAHAN MENURUT
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangangkat permasalahan 

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perspektif hukum pidana Islam dan KUH Pidana tentang delik 

perzinahan?

2. Bagaimana perbandingan antara perspektif hukum pidana Islam dengan 

perspektif KUH Pidana tentang perzinahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam dan KUH Pidana tentang

delik perzinahan.

2. Untuk mengetahui perbandingan antara perspektif hukum pidana Islam

dengan perspektif KUH Pidana tentang delik perzinahan.

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan dapat yang menambah perbendaharaan 

materi Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Indonesia.

b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mamberikan informasi kepada seluruh 

lapisan kehidupan sosial masyarakat dalam menambah wacana pengetahuan



8

haridikemudianHukum Pidana Islam. Sehinggamengenai

persepsi/pandangan masyarakat yang mengatakan Hukum Pidana Islam 

penjatuhan sanksinya itu sadis/kejam tidak lagi teijadi.

E. Metode penelitian 

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis 

normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari 

teori-teori, serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang 

dibahas. Jadi penelitian ini ”dilakukan berdasarkan data primer, data sekunder

dan tersier.

2. Sumber Data

a. Data primer yaitu kaidah-kaidah positif yang berlaku di wilayah Negara

Republik Indonesia seperti:

1. Norma (dasar) yaitu kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945:

2. Kitab Undang-Undang Hukum Fidana (KUHP)

3. Al-Qur’an dan Hadist

4. Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer antara lain:

1. Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

2. Teori-teori hukum
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3. Majalah hukum

4. Sunnah Rosulullah S.A.W

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan informasi yang diperlukan tentang masalah yang 

diteliti, akan dilakukan terutama penelitian kepustakaan diarahkan pada kajian kitab

dari sumber Hukum Islam yaitu al-quran dan sunnah rosul, Hukum Pidana Islam, dan

hukum pidana hukum umum yaitu KUHP, KUHAP (Kitab Undang-Undang hukum

Acara Pidana), dan RUU-KUHP serta buku-buku dan karya ilmiah lain yang tertulis

para ahli berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Tehnik Analisa Data

Analisis data-data atau bahan-bahan yang telah dikumpulkan dilakukan dengan 

cara interprestasi. Untuk bahan-bahan data primer analisis dan cara penafsiran. 

Penafsiran yang digunakan dalam penelitian, yakni penafsiran gramatikal dan 

penafsiran sahih. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang menyadarkan kata-kata 

yang dipakai sehari-hari. Penafsiran sahih yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti
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kata-kata sebagimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang9, bahan-bahan 

sekunder dan tersier digunakan cara analisis isi yang menggambarkan mengenai 

situasi penulis dan masyarakat pada waktu penulisan mengenai pemahaman 

masyarakat terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam 

dan bagaimana hubungannya agar mencapai sasaran sebagai bahan yang disajikan 

kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu.

9 C.S.T. Kansil Op.Cit., Hal. 67.
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